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Fraksi PAN Minta Akses e-Budgeting DKI

Gambir, Warta Kota

Fraksi PAN DPRD DKI Ja-
karta meminta agar anggota
dewan diberikan akses e-bud-
geting penganggaran DKI
Jakarta. Partai bergambar ma-
tahari putih itu menyinggung,
anggota dewan memiliki hak
untuk memonitor anggaran
tersebut sesuai aturan dari
Kementerian Dalam Negeri
dan UU yang ada.

"Semua anggota dewan itu
punya akses untuk memon-
itor, bukan mengubah atau
menginterupsi (anggaran)
loh ya, hanya akses melihat
saja,” ujar Ketua Fraksi PAN
DPRD DKI Jakarta Bambang
Kusumanto.

Hal itu diungkapkan
Bambang saat interup-
si rapal paripurna tentang
Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD tahun anggaran
2022 pada Kamis (20/7/2023).
Rapat itu dihadiri Pj Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Har-
tono.

“Yang lucu, untuk DKI
nggak pernah diberikan.
Sementara Pemprov yang lain,
itu sudah jalan. Sudah lama
5-6 tahun yang lalu,” kata pria
yang menjadi anggota Komisi
A DPRD DKI ini,

Menurut dia, e-budget-
ing memang dibuat di era
Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok. Kemu-
dian setelah diterapkan, Bam-
bang tak mengetahui alasan
pemberian akses kepada
DPRD DKI Jakarta itu tidak
diberikan.

“Padahal, tiap tahun ka-
lan Komisi A rapat dengan
Bappeda dan Diskominfotik,
mereka selalu menjanjikan ak-
ses, tapi nggak pernah diberi-
kan,” ucapnya,

Seingat dia. akses tidak
diberikan kelika dia dilan-
tik menjadi anggota DPRD
DKI Jakarta pada 2019 lalu.

Namun dia tak mengetahui,
koleganya di Fraksi PSI DPRD
DKI Jakarta justru bisa men-
gakses website itu saat men-
gungkap pengadaan lem aibon
dan pulpen dengan anggaran
fantastis.

“Saya nggak tahu mereka
dapat dari mana, sebenarn-
ya semua data anggaran kan
dokumen publik, harusnya
publik juga boleh lihat,” im-
buhnya.

Bambang menduga ada
faktor kesengajaan dari
Pemprov DKI Jakarta yang
tidak mau memberi akses
e-budgeting. Apalagi, kata
dia, Komisi A terkenal kritis
dengan Diskominfotik dan
Bappeda ketika pembahasan
anggaran.

“Komisi A galak soal mas-
alah ginian, karena memang
kebetulan Diskominfotik dan
Bappeda milra kerja kami, dan
kami hampir setiap tahun ngo-
tot untuk dibuka,” paparnya.

Sementara itu Heru men-
ganggap permintaan akses
tersebut sebagai bentuk pen-
gawasan dari anggota dewan.

“Bukan diprotes, diusul-
kan oleh Pak Bambang, ma-
sukan soal melihat e-plan-
ning dan e-budgeting,” ujar
Heru usai rapat paripurna di
DPRD DKl Jakarta pada Kamis
(20/7/2023),

Heru menilai, usulan Bam-
bang itu sangat wajar. Apalagi
anggota dewan kerap menya-
pa konstituen lewat kegiatan
sosialisasi perda (sosper) dan
reses,

“Itu wajar saja supaya
hasl reses bisa dimonitor
dari awal masuk, apa tidak,”
kata pria yang juga menjadi
Kepala Sekretariat Presiden
(Kasetpres) Rl ini.

“Nanti kami bicarakan den-
gan Pak Sekda dan Bappeda.
E-planning dan e-budgeting di
BPKD va,” imbuhnya. (faf)



